PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG

NOMOR : W2-A4/0008 /PL.01/1/2018

TENTANG

PENUNJUKKAN PENGHUNIAN RUMAH DINAS MILIK

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG

Menimbang

Mengingat

a1,

Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 65a/SEK/SK/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang
Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya ;

. Surat Pernyataan dalam rangka penghunian rumah negara/dinas tanggal

02 Januari 2017 ;

. Bahwa berkenaan dengan izin tersebut diatas perlu mengatur penghunian

dan persewaan rumah negara dimaksud.

:1. Undang — Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang —

Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;

Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak
Atas Rumah Negara;

Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian/Lembaga;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang

Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan - Status,
Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah
Negara;

. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 13

Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan;

. Surat Keputusan  Menteri Permukiman dan  Prasarana

Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa
Rumah Negara;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;

. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang



Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Tembusan :°

Penatausahaan PNBP pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menunjuk Rumah Negara yang terletak di : Jalan Perisai Indah No. 4

Kelurahan Bakaran
Batu Kecamatan Rantau
Selatan

NUP : 2

Terhitung mulai 02 Januari 2018

Untuk ditempati : Drs. H. Bakti Ritonga,
SH., MH.

Jabatan ¢ Ketua/Hakim Madya
Utama

Pangkat/Gaji Pokok : Pembina Tk. I/
Rp. 4.569.900,-

Uang sewa perbulan : Rp. 61.696.-

Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditetapkan
penghuniannya kepada yang bersangkutan, dengan memotong langsung
dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji dan harus
disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta
menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kuasa Pengguerna
Anggaran/Barang Pengadilan Agama Rantauprapat.

Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan II tersebut
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Apabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh
penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut
dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut
dibebankan kepada yang bersangkutan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya  bila  dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam

Ditetapkandi : Rantauprapat
: P2 Januari 2018

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan;
2. Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat.



Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Pengadilan Agama Rantauprapat
Nomor : W2-A4/ 0008 /p1 01/12018
Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang : Penunjukan Penghunian Rumah Negara

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan [ ini hanya berlaku selama
pemegangnya (yang berhak) bekerja di lingkungan Pengadilan AGAMA
RANTAUPRAPAT.

2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah
tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 1 (satu) bulan
setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan I
karena ; pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal
dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri,
melanggar larangan penghunian rumah negara.

3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah
Negara ini atau menyewakan/mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan
rumah.

4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang atau pejabat yang ditunjuk).

5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain
diluar yang telah ditentukan.

6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya
Rumah Negara tersebut.

7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah
Negara.

8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan
penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air,

dan/atau gas.
9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala

biaya  untuk memperbaiki  kerusakan yang terjadi  sebagai  akibat
kesalahan/kelalaiannya.



/

10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud
harus sudah ditempati oleh yang berhak.

11. Pelanggaran terhadap  ketentuan-ketentuan  dimaksud diatas dapat berakibat
dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.

12. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan I adalah 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.

13. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian

ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud diatas

Pemegang Surat Izin Penghunian Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

b=

Drs. H. Bakti Ritonga, SH., MH.
NIP. 19680315.199303.1.003 NIP. 19721231.199403.1.009




